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Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi prinsip keadilan dan
melindungi hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945
dan Pancasila. Penegakan hukum bertujuan menciptakan ketertiban dan keadilan,
termasuk memberikan hak ganti rugi kepada terdakwa yang dibebaskan karena tidak
terbukti bersalah. Pasal 95 KUHAP mengatur hak tersebut, tetapi implementasinya
menghadapi berbagai kendala, seperti proses panjang dan kompleks dalam
merealisasikan kompensasi. Meskipun telah diatur dalam KUHAP dan Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, terdapat kelemahan dalam memastikan
perlindungan hukum yang komprehensif bagi terdakwa yang dinyatakan bebas. Hal
ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menimbulkan tantangan dalam
mewujudkan keadilan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada
pengkajian sistem dan prosedur hukum di Indonesia terkait tuntutan ganti rugi dalam
perkara pidana untuk memastikan hak-hak terdakwa terpenuhi secara adil dan efektif.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini
mencakup dua aspek utama: pertama, apakah tuntutan ganti rugi yang diatur dalam
Pasal 95 Ayat (2) KUHAP identik dengan ketentuan dalam Pasal 77 KUHAP; dan
kedua, bagaimana mekanisme pembayaran jika tuntutan ganti rugi tersebut
dikabulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hubungan
antara ketentuan hukum tersebut dan menjelaskan mekanisme pembayaran ganti rugi
bagi terdakwa yang dinyatakan tidak bersalah. Penulis berharap penelitian ini dapat
memberikan kontribusi teoretis untuk pengembangan kerangka hukum pidana,
khususnya mengenai restitusi dalam putusan bebas, serta menjadi sumber referensi
bagi pengembangan kurikulum pendidikan hukum pidana yang relevan dan berbasis
kasus nyata.

Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan undang-undang dan
konseptual, memanfaatkan bahan hukum primer seperti KUHAP, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981, dan peraturan pendukung lainnya. Selain itu, digunakan bahan
hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier
berupa kamus dan ensiklopedia. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif
analitis, dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menjelaskan dan menafsirkan
data secara sistematis. Metode ini diterapkan untuk memahami kekaburan atau
kekosongan aturan hukum terkait kompensasi bagi terdakwa yang dibebaskan.
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan analisis yang komprehensif
terkait sistem dan prosedur hukum yang ada, sehingga memberikan rekomendasi
untuk memperbaiki implementasi dan memastikan kepastian hukum bagi terdakwa.

Adapun hasil penelitian yang penulis, bahwa :Pertama, dalam sistem
hukum pidana Indonesia, Pasal 77 KUHAP dan Pasal 95 Ayat (2) KUHAP memiliki



fokus yang berbeda meskipun keduanya membahas ganti kerugian. Pasal 77
mengatur tentang hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat
perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, baik melalui proses peradilan
pidana maupun gugatan perdata. Hal ini memberikan dua opsi bagi korban untuk
memperoleh kompensasi, baik dalam jalur pidana maupun perdata. Sebaliknya, Pasal
95 Ayat (2) lebih berkaitan dengan pembebasan bersyarat bagi terpidana, yang telah
menjalani sebagian masa hukumannya, dengan menekankan pada prosedur
administratif dan rehabilitasi pelaku, bukan pada hak korban. Oleh karena itu,
meskipun kedua pasal ini ada dalam KUHAP, keduanya memiliki konteks hukum
yang sangat berbeda.

Pasal 77 memberikan dampak sosial yang positif bagi korban karena
memberi mereka kesempatan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang
dialami. Namun, tantangan yang dihadapi adalah proses hukum yang panjang dan
beban pembuktian yang berat bagi korban. Sebaliknya, Pasal 95 Ayat (2) berfokus
pada rehabilitasi narapidana dan reintegrasi mereka ke masyarakat setelah menjalani
sebagian masa hukuman. Pembebasan bersyarat memberi kesempatan kepada
terpidana untuk memperbaiki perilaku, meskipun sering kali menimbulkan
kekhawatiran terhadap keamanan masyarakat jika pelaku belum menunjukkan
perubahan yang signifikan. Kedua pasal ini mencerminkan prinsip keadilan
restoratif, yang bertujuan memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku, tetapi
tantangan dalam implementasinya masih memerlukan perhatian agar tercapai
keadilan yang lebih efektif dan adil bagi semua pihak.

Kedua, mekanisme pembayaran ganti kerugian dalam hukum pidana
Indonesia diatur dalam Pasal 77 KUHAP, yang memberikan hak kepada korban
untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam perkara pidana. Jika pengadilan
mengabulkan tuntutan tersebut, terdakwa diwajibkan membayar kerugian materiil
(kerusakan fisik, harta benda) dan immateriil (trauma psikologis). Proses eksekusi
pembayaran dapat dilakukan melalui pelaksanaan langsung, penyitaan harta, atau
pembayaran angsuran. Pembayaran langsung dilakukan jika terdakwa mampu secara
finansial, sementara penyitaan harta dilakukan jika terdakwa tidak memiliki cukup
dana, dengan harta dijual untuk memenuhi ganti kerugian. Jika pembayaran sekaligus
tidak memungkinkan, pengadilan dapat memutuskan pembayaran angsuran sesuai
dengan kemampuan finansial terdakwa. Namun, beberapa kendala sering
menghambat eksekusi pembayaran, seperti kemampuan finansial terbatas pada
terdakwa, kesulitan dalam menemukan atau menyita harta benda, serta masalah
administratif dan prosedural dalam pelaksanaan eksekusi. Untuk mengatasi kendala
ini, alternatif seperti pendekatan keadilan restoratif, di mana korban dan pelaku
berdialog untuk mencapai kesepakatan pembayaran, dapat dipertimbangkan. Selain
itu, program bantuan sosial pemerintah untuk mendukung pembayaran ganti
kerugian bagi korban dari kalangan ekonomi lemah juga bisa menjadi solusi.
Perbaikan regulasi dan prosedur eksekusi dengan memanfaatkan teknologi dapat
mempercepat proses dan mengurangi hambatan administratif dalam pelaksanaan
pembayaran ganti kerugian kepada korban.
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ABSTRAK

Sebagai negara hukum, Indonesia berkomitmen untuk menegakkan prinsip
keadilan dan melindungi hak asasi manusia (HAM), termasuk hak ganti rugi bagi
terdakwa yang dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Pasal 95 Ayat (2)
KUHAP mengatur hak ganti rugi tersebut, namun implementasinya menghadapi
berbagai kendala, seperti proses yang panjang dan rumit dalam merealisasikan
kompensasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam perbedaan
antara tuntutan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 95 Ayat (2)
KUHAP, serta mekanisme pembayaran ganti rugi bagi terdakwa yang dibebaskan.
Dengan menggunakan pendekatan normatif dan metode deskriptif analitis,
penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer seperti KUHAP dan Undang-
Undang terkait, serta sumber sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa meskipun kedua pasal tersebut terkait dengan hak ganti rugi, Pasal 77
mengatur hak korban untuk menuntut ganti rugi akibat tindak pidana, sementara
Pasal 95 Ayat (2) lebih berfokus pada hak terdakwa yang dibebaskan untuk
menerima kompensasi. Proses pembayaran ganti rugi terkendala oleh faktor-faktor
seperti keterbatasan finansial terdakwa dan hambatan administratif, namun dapat
diatasi dengan perbaikan regulasi, penggunaan teknologi untuk mempermudah
eksekusi, dan sosialisasi yang lebih baik mengenai hak korban dan prosedur ganti
rugi.

Kata Kunci: Tuntutan, Ganti Kerugian, Putusan Bebas, Acara Pidana.
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